
 

 

SKRIPSI 

 
 

PRINSIP NON DISKRIMINASI DI BIDANG AGAMA DALAM 

PEMILIHAN KEPALA DAERAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PHERDO BRITHAN SIBARANI 

NIM : 1610211310080 

 

 

 

 

 

 

 

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

FAKULTAS HUKUM 

BANJARMASIN 

2023 



 

 



 



 



 

 

 

 



PRINSIP NON DISKRIMINASI DI BIDANG AGAMA DALAM 

PEMILIHAN KEPALA DAERAH 

 

PHERDO BRITHAN SIBARANI 

 

ABSTRAK 

 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang 

Prinsip Non Diskriminasi Di bidang Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah, 

kemudian untuk mengetahui dan menganalisis tentang prespektif hukum dan 

HAM dalam pilkada di Indonesia. Penulisan yang digunakan oleh penulis adalah 

penelitian hukum normatif, tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 

kekaburan hukum, sehubung dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis 

normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekataan perundang- 

undangan (statue approach) . 

 

Menurut penelitian skripsi ini, diperoleh hasil bahwa pertama, bahwa 

dalam pasal UUD 1945 pasal 29 ayat (2) dikatakan bahwa negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing untuk 

beribadah menurut agama dan kepercayaan. Negara menjamin tiap-tiap penduduk 

bebas untuk memilih agamanya sendiri, kita juga bebas memilih dan mempunyai 

keyakinan politik yang dijelaskan dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak 

asasi manusia pasal 23 ayat (1) yang isinya mengatakan bahwa setiap orang bebas 

untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Kedua, seseorang calon 

kepala daerah harus memeluk salah satu agama dari enam Agama yang disahkan 

di Indonesia, karena Indonesia sendiri sesuai dengan nilai pancasila mengakui 

adanya Tuhan Yang Maha Esa. 
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RINGKASAN 

 
Prinsip Non Diskriminasi Di bidang Agama Dalam Pemilihan Kepala 

Daerah 
(Pherdo Brithan Sibarani : 2016, 49 Halaman) 

 

Pemilihan Kepala Daerah merupakan proses bagi seseorang untuk dapat 

mengisi atau menduduki jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu di Indonesia 

diselengarakan oleh KPU yang bersifat tetap, dan mandiri. Dalam undang-undang 

yang mengatur pemilu terdapat hal-hal yang dilarang bagi setiap orang yang 

mengikut maupun turut serta dalam pemilu. Dalam beberapa kasus ada hal-hal 

yang dilarang dalam pemilu salah satunya kasus ini, isu agama menjadi salah satu 

faktor dalam pemilihan umum. Isu agama dalam politik di Indonesia menjadi 

strategi untuk mendapatkan suara dan menduduki sebuah jabatan, dalam politik 

isu agama menjadi bukti nyata menguatnya solidaritas untuk menyampaikan 

ajakan yang mereka pahami tentang tidak bolehnya ada kepemimpin yang berbeda 

keyakinannya dengan aksi yang mengindikasikan mobilisasi massa dalam rangka 

kepentingan politik tertentu. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

tentang pandangan sila pertama pancasila dalam pemilu di Indonesia, dan juga 

untuk mengetahui dan menganalisis tentang perspektif hukum dan HAM dalam 

pilkada di Indonesia. Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian 

hukum normatif, tipe penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini 

adalah kekaburan hukum, sehubung dengan tipe, sehubung dengan tipe penelitian 

yang digunakan yaitu yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah 

pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep 

(conceptual approach). Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep- 

konsep yang dikemukakan ahli hukum di dalam pendapat mereka. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa : 

1. Berdasarkan analisis dari penulis, dapat disimpulkan negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing 

dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing, setiap orang bebas 

untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya, ada juga larangan yang 

berlaku yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 

individu. 

2. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak setiap orang mencalonkan sebagai 

pemimpin, negera menjamin kebebasan bagi penduduk untuk memilih agama 

dan kepercayaannya tanpa ada paksaan kita juga bebas memiliki keyakinan 

politik kita seperti yang sudah di jelaskan dalam UU nomor 39 Tahun 1999 

tentang hak asasi manusia dalam pasal 23 ayat (1), adapun larangann yang 

ditetapkan terdapat di UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan 

transkasi elektronik dalam pasal 28 ayat (2), UU nomor 7 tahun 2017 tentang 

pemilihan umum dalam pasal 280 ayat (1) huruf C,dan dalam PKPU nomor 23 

tahun 2018 tentang kampanye pemilu dalam pasal 69 ayat (1) huruf C. 
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